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DAPATKAH AZAS MUSJAWARAH BERTAHAN DALAM 

SISTEM PEMERINTAHAl MENURUT UUD 1945 

olen 
Harmaily Ibrahim' 

BAB I. 
PENDAHULVAN. 

1. Sisti III Pemerintaban menurut V .V.D. 1945. 
Dengan sis tim pelllerintahan dimaksudkan adalah bllbungan 

antara alat·alat perlengkapan negara dipus at. 
Djadi bagaimanakab hubungan antara Madjelis Perllll!sjawaratan Rak
jat (sclandjutnj'a disingkat M.P.R.), Dewan Perwakilan Rakja\ (se
landjutnja disingkat D.P.R.), Presiden, Mahkamah Agung (selandjut
nja disingkat M.A.), Dewan F'ertimbangan Agung (selandjutnja dising
kat D.P.A.) dan Badan Pemeriksa Keuangan (sclandjutnj:t disingkat 
B.P.K.) menurnt U.V.D 1945. 

M.P.R. sebagai lembaga negara jang mempunjai supremasi ja
i'tu kekuasaan negara jang tert ::1ggi berada ditangan M.P.R.l mengan
dung dua prinsip jaitu "legal power" d'an "no rival Authori ty"~. 

membawahi D.P.R., Presiden. \II.A., D.P.A., dan B.P.K., dan badan
badan tersebut tidak dapat mengcnjampingkan atau melanggar keten
tuan-ketentuan jang telah ditetapkan M.P.R. 

1. Pendjelasan V.U.D. 1945. 
2. Prof. Dr. Ismail Suny SH MeL, Mekanisme Demokrasi Panljasila. 

h. 10. 

" Pengadjar dalam mata kuJiah Hukum Tata Negara 
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D.P.R. sebagai lembaga nega ra jang mend'jalankan fungsi legi -
latif bersarna Presiden sekaligus mengawasi segala tindakan-tindakan 
Presiden. 

Dalarn ketiga lembaga negara tersebutlah dengan djelas adallja 
azas musjawarah, sesu-ai dengan tugas dan wewenang Icmbaga negara 
tersebut. Sedangkan ketiga lembaga negara lainnja jaitu M.A., D.P.A. 
d'an B.P.K. dalam melaksanakan tugas dan wewenangnja tidak mem o 
pergunakan azas musjawarah. 

M.A. dan bad an peradilan dibawabnj'a sama sekali tidak mema
kH i azas musjawarah dabm mendjalankan tugasnja, karen" M.A. dan 
hadan peradilan dibawahnja harus memntuskan sesuatu perkara jang 
diadjukan kepadanja berdasarkan peraturan jang berlaku. 

D.P.A. menurnt pasa l16 V.V.D. 1945 bertugas memberi nasch at 
kepada P resid'en diminta ataupull tid·ak. tidak terlihat peranan I11U· 

sjawarah d-alam kerdjanja Jembaga tcrsebut, seperti lembaga negara 
M.P.R. , Presiden dan D .P.R. 

Demiki,an pula B.P.K. jang tugasnja menurut pasal 23 ajat (5) 
V.V.D. 1945 hanjalah memeriksa keuangan, dan hasi! pemeriksaan
nja tersebut dilaporkan 'kepada D.P.R. 

Karena itulah dalam mel11bitjarakan azas musjawarah, kami 
hanja menghubungkannja dcngan lembaga negara M.P.R., Presiden 
dan D.P.R. 

2. Kedudukan individu dalam pergaulan hidup menurut Hukum 
Adat. 

A4as musjawarab adalah sesuatu jang bersumber dari Huku m 
Adat. Karena itu apabila kita membitjarakan azas musjawarah, ter
lebih dulu harus kita melihat bagaimana kedudukan individu dalal11 
perg1l'lao hidup menurut Hukum Adal. Karena individu tersebut jang 
mendjalankan l11usjawarah . 

Didalam Hukum Adat, seperti dinjatakan oleh Prof. Supomo 
dalam bukunja "Hubungan individu dan masjarakat dalam Hukum 
Adat" didalam hukum adat manusia sama sekali bukan individ-u jang 
terasing, bebas dari segaJa ikata:1 dan semata-mata hanja ingat ke
Imtungan send iri, melainkan lCfutama ialah anggauta masjarakat. Di
dalam hukum adat jang primer bukan individu, melainkan l11asjarakat. 
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Sclandjutnja dikatakan bahwa ...... kehidupan individu jang terut'31ua 
diuntllkkan buat mengabdi masjarakat"'. 

Djadi dalam masjarakat Hukum Adat kepentingan bersama diat., 
kcpcnti n ~an individu. Karenanj,a mustahil timbul pertentangan antara 
kepentingan individu dan kepentingan masjarakat, sebab tiap individu 
mcndahuluKan kepentingan bersama dari pacta kepentingan diri sen
diri. Dalam mendahulukan kepentingan bersama itu, ind ividu mendja
lankannja bukan karena terpaksa, tetapi dengan ichlas dan segala 
senang hati, sebab inruividu jakin bahwa dalam pelaksanaan kepen
lingan bersama, luaka dengan sendirinja kepentingan diri sendiripun 
akan terpenuhi. Djadi antara individu dan masjarakat itu terdapat 
suatu perhubungan jang sangat erat. 

Hal itu sesua,i dcngan pendapat Prof. Supomo jang mengatakan 
bahwa "Masjara,kat tidak dipandang sebagai bad'an tersendiri dengan 
kepentin gan sendiri. Masjarakat bukan suatu kekuasaan jang berdiri 
sendiri lepas dati manusia seorang-seor,ang dan berhadapan de.ngan
nja. Tidak, individu-individu terutama merasa dirinja satu dengan 
golongan. Mereh mengakui dirinja sebagai bagian-bagi·an dari kese
luruhan dan hidup sesuai dengan itu". Demikian pula masjarakat 
melihat individu sebagai bagian jang diperchusus dari padanja ...... 
karen a itu keinsjafan kemasjarakatan d'an keinsjafan individu ber
tjampur baur. Itulah sebabnja maka hukum adat mempunjai sifat 
komunal (untuk bersama)".' 

Terdjadinja perhubungan antaDa individu dan masjarakat dalam 
hukum Adat, berada dalam suasana harmonis, disebabkan diaoutnja 
prinsip jang mendiadi dasar perhubungan tersebut jaitu prinsip ke
seimbangan , jaitu keseimbangan antara kepentingan individu dan ke
pentingan bersarna. 

Timbu! pertanjaan sekamng. bagaimana hakekat prinsip kese
imbangan tersebut? Jang mendjadi persoalan disini ialah bag aim ana
kah seharusnja individu itll' bertindak dalam pergaulan hidup supaja 
antara kepentingan indiviclu dan kepentingan bersama tidak terdapa! 
pertentanga.n. Menurut Prof. Nasrun, hahwa hendaknja " 
tindakannja seseorang sebagai pribadi itu, mendatangkan kebaikan 

:l . Prof. Dr. R. Supomo. Hubungan individu dan masjarakat dalam 
Hukum Adat, h. 5, 

A. Prof. Dr. Supomo. idem. 
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pula hendaknja bagi pergaulan hidup itu dan scbaliknja tiap tin
dakan dari pergau].an hidup itu mcndatangkan kebaikan pula hendak
nja bagi perseorangan. Dalam hal ini tiap tind'akan dalam pergaulan 
hidup itLl mendatangkan hasil jang positif 'bagi kedua pihak jaitu 
pihak pergaulan hidup itn dan pihak perseorangan. 

Dan sesuai dengan fatwa adat Minangkabau "Nan katudju diawak itu, 
rantjak diu rang hendaknja" (jang kita sukai itu, IJendalcnja bagus 
dalam mata orang 1·ain)".5 

Dalam prinsip "Nan katudju di-awak itll rantjak diurang hendak
nja" berarti bahwa tiap individll ha~llslah mempertimbangkan babwa 
tindakannja hendaknja d'isenangi oleh omng lain. Adanja pertimbang
an tersebut menimbulkan prinsip keseimbangan, dengan demikian 
dalam masjarakat Hukum Adat tidak alean terdjadi bahwa inmvidu 
melakukan s<!Suatu hanja dmhat dari sudut kepen,tingannja sendiri, 
tanpa mempertimbangkan kepentingan individu lainnja. 

Demikian pula dalam menjelenggarakan kepentingan hersama, 
tidak akan terdjadi bahwa individu akan merasa dirngikan, karena 
individu jakin bahwa d·alam kepentingan bersama itn, sekaligus ter
selenggara kepentiogan pribadinja. 

Dari hal diatas, dapatlah kita libat bahwa dalam pergau]an hidup, 
itD tidaok sadja kepentingan beffiama jang didahulukan, tetapi djuga 
kepentingan individu. Tiap tindakan jang dilakukan oleh individu dan 
pergaulan hidup, harus mentjerminkan kepentingan bersama. 

Bahwa dal am pergaulan hid up, adanja kepentingan jang ber
tentangan sesama ind>ividll adalah logis, sebab sesuai dengan sifat 
tiap manusia jang selalu mementingkan kepentingan diri send·iri. 
Djadi sifat egoistis dari manusia tersebut menjebaokan terdj-adinja 
suatu pertentangan kepentingan pada suatu waktu. 

Dalam masjarakat Hukum Adat, berdasarkan prinsip "Nan ka
tudju diawak itu rantjak diurang hendaknja" atau' prinsip ten.ggang 
menenggang atau toleransi, terdaparlah snatn harmoni da"i perten
ta1lgan atau perimbangan pertentangan, dan karenanja dapat mewu
djudkan kepentingan bersama diatas kepenti'llgan pribadi. Dengan de
miki-an pe"gauJ,an hid'Up adalah benar-benar pergaulan hidup bukan 
perdjuangan hidup . 

S. Prof. M. Nasrun , op. cit. h. 75. 
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Dari pergaulan hidup sematjam i'l1iJah timbulnja go!oug rojong. 
jang merupakan tjiri ellaS dar. pandangan bidup bangsa Indonesia . 
Did-alam prinsip gotong rojong, seseorang melakukan sesuatu dengan 
keichlasan dan dengan tudjuan untuk menjeJenggarakan kepentingan 
umum, dan individu jakin bahwa dalam kepentingan umum itu dengan 
sendirinja terdapat pula kepentingan mereka pribadi. 

BAB ll. 

AZAS MUSJAW ARAB. 

1. Apakah jang dimaksudkan dengan azas musjawarah '! 
Apahila disini disebutkan "azas musjawarab", maka itu herar!i 

bahwa a~as musjawarah untuk mufakat, karena musjawarah sekali
gus berarti mufaka!. Dan apabila kit a memp-ergunakan sistim suara 
terbanjak, maka kita tidak dapa! mengatakan kita te1ab hermusj.a
warah, t'etapi benlOdirrg. 

Musjawarah adaJab tjaJranja badan perwakilan mkjat membitja
rakan sesuatu masalah. Deugan bermusjawarah tersebut diharapkan 
menimbulkan mufa:ka!. 

Didalam masjarakat Rukum Adat dimana kepentingan bersama 
didahulukan, kfllrena ada prinsip tenggang menenggang atau toleransi. 
maka azas musjawarah berdjalan dengan· lautjar. 

Setiap anggota masjarakat jang aklln ikut bermusjawarah tel all 
meja'kinkan dirinja babwa kepentingan bersama harus did,ahulukan. 

Bahwa kemungkinan timbulnja pendapat-pendapal jang berbeda. 
selalu ada, tetapi pendapat jang berbeda !ersebut dengan adanja prin
sip tenggang menenggang at".u toleransi akan mendjurus !cepada pen 
dapat jang sarna, jaitu untuk kepentingan be.rsama. 

Djadi prinsip toleransi tersebut mempunjai peranan untuk me
pjatukan pend·apa!. Dan karenanja golongan jang berbeda pendapat 
dengan penuh !cesadaran akan mengakui ,;an mendjalankan apa jang 
telah diputuskan bersama. 

DaJam masjarakat Barat tjara mengambil keputusan adal.ah 
dcngan suara terbanjak, dimana ada golongan terbanjak ja:1g menjc-
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tudjui dan goiongan ketjil jang tidak menjetudjui. Golongan jang 
kctjil terscbllt djuga mcngakui putusan suara terbanjak brena adanja 
toleransi . 

Berbeda dcngan masjarakat Hukum Adat, maka pengakuan dari 
goiongan ketjil terscbut tidaklah sepenuhnja, karen a kemungkinan 
bahwa goiongan ketjil terscbut akan mendjadi goiongan jang beroposisi 
sclalu ada. 
Djadi toleransi para masjarakat Barat tc.rsebut pada achirnja akan 
menimbulkan oposisi. 

Musjawarah untuk muM,at dimaksudkan untuk adanja suatu 
kcputuson atau kcscpakatan dari peserta musjawarah, jaitu untuk 
kepentingan bersama. 

Suatl! keputusan j3'llg dilahirkan dari musjawarah tcrsebuat dapa! 
ditempuh dengan dua tjara, jaitu dimana scdjak semula telah di
setudju; putusan mengenai sesuatu masalah, djadi tidak ada jang 
tidak setudju. Sering dinamakan hal ini dengan aklamasi atau menurut 
istrlah Prof. Nasmn "Suara bulat" atau "sekata". 

Dan apabila dari peserta musjawar.h ada j.ng berbed. pendapat, 
maka disinilah diperguna;can pri:!lsip tenggang menenggang a~au to
lcra.!Isi, sehingga achirnja golongan jang berbeda pendapat terse but 
menjetudjui pend-apat dari sebag;an besar pesed. musjawar.h. 

Keplit usan jang diambil den-gan tjar. terse but dinam>tk.an sepakat. 
Djadi kemungkinan dari peserta musjawar.h jaitu golongan ke

tjil ad" perbedaan pendapat selalu ada, tetapi karena .danja prinsip 
tenggang mcnenggang m.ka golongan Iketjil jang tidak setudju ,tIl 
pada . ch-imja akan menjetudjui pendapat dari bagiall besar peseD a 
musjawarah tersebut. 

Hal i.n; lebih djcl.s digambarkan oleh Prof. Nasrun dalam buku
nja " Dasar fal-safah adat Minangkabau", bahwa "ktta ambil umpam.
nja suatu rapat j,ang terd;rl dari sepuluh orang, d"," orang sepuluh 
ini >tk.a.n menentukan apakah sepohon kajutertentu ningglkah atau 
rendah, ",enwu,! sjstim sekata, maka harus bulat, jaitu ,kesepuluh 
orang Ltu berpendapaJ: bmwa pohon. kaju itu .tinggi .. 

D.l-am sis tim suara terbanj>tk., djlka enam su.ra menjata:k:an kaju 
itu tinggi, maka keputusan ialah kaj.Ui ,itu tinggi" sungguhpun empat 
o.rang menjatruka,n pendapatnja, bahwa leaju ilu rendah. pendapat 
orang jan,g ell!arn itn <!dalah merupaklan suara .terbanf>tk.. 
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Menu rut sistim sepakat, maka dj ikalau enam orang menjatakan 
pahoa kaju i,!u tinggi, dan empat orang rendah, maka belum Jagi 
di'ambil keputusan" Pcrm'usjawaratan didjalankan terus, alasan-alasan 
baru ditjari dan ditambab dan diusahakan, sampai orang jang empal 
menjatakan poho" kaju itu rendah, me"gakui, bahwa poho" kaju ilu 
linggi. 

Tetapi mengakui bukanlah penuh, sebab djikaLlu pengakuan, 
bahwa pabon hju itu, tinggi, maka dapatlah sekata. 

Tetapi makna mengakui dalam sistim sepakat mempunjai pe
ngertian dan isi jang lain. Orang jang empa: it!i bukanlah mengakui 
penull bahwa pabon kaju itu tiuggi, telapi mereka berbubung anggota 
terbanjak be.rpendapat, bahwa pobon kaju itu tinggi, maka mengi'llgat 
akan pendapat dan kepentingan terbanjak jaitu pendapat kepentingan 
umum, maka orang jang empat itu, turut mengakui jaitu mereka 
menjepakati, sepakat menjanakan, bahwa pabon kaju itu adalah tinggi , 
Ojelaslah bahwa maksud i&i sepakat tidak sepenuh isi sekata",« 

Seperti teJah dimaksudkan diatas, maka musjawarah jang me
lahirkan sepakat itu atau sekata, tidaklah dapat dipuluskan, apabi la 
ada pihak-pihak jang t;dak menjetudj'Uinja. 

Tetapi dalam masjar'akat Hukum Adat tidak alkan lerdjadi bahwa 
ada goJongan ketjil jang terus menerus mempertahankan pendapamja. 
karena adanja prinsip tenggang menenggang 'atau toleransi tersebut 
achirnja golongan 'ketjil akan sependapat, dan tePljapaihrh sepakat. 

Berhasilnja azas musjawarah dalam masjarakat adat, disebabkan 
mental -individunja. J aitu tiap individu beranggapan, bahwa kepen
tingan bersama harus didahuluk'an dari pada kepentingan pribad;. 
Karena individu jakin bahwa dengan terlaksananja kepenting:an ber
sam a, maka kepeotingan individupun dengau sendirinja terpenllhi, 

2. Azas musjawarah dan Pantjasila. 

Pantjasila sebagai sumber dari segal a sumber hukum,' berarti 
bahwa semua hukum jang berlaku dan akan berJaku haruslah berda
sarkan dan bersumber kepada Pantjasila. Dengan demikian Pantjasila 
adalah merupakan kaid'ah ideal dalam tertib hukum Indonesia, 

6. Prof, M. N asrun op. cit. h. 
7, Ketetapan MPRS No. XX/ MPRS/ 1966. 
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Pantjasila 5ebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, tidak hania 
mengenal perhubungan manus,a dengan manU5ia, tetap; djnga per
hubungan manusi'a dengan Tuhannja. 

Hal ini lebih djelas dikemukakan oleh Prof. M. Nasrun bahwa 
"pandangan hidup bangs" Indonesia berda5arkan atas dUa d'a, ar po
kok pandangan jang dialami oleh man usia jang rnemberi tjorak chusus 
terhadap falsafah bangsa Indonesia dari bangs a lainnja didunia -
jaitu pecDama, perhubungan seseorang dengan Tuhan, dan perhubu
ngan seseorang dengan orang lainnja jaitu perhubungan antara manUr 
si·a, ......... dan pandangan hidup ini bersumber kepada PantjasUa, 
dimana sil'a pertama jaitu Ketuhanan. Jang Maba Esa terkandung di
dalamnja perhubuugan manusia dengan Tuhannja. nan sila-sila lain
nja - perikemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan lceadHan. sosial 
- terkandung didalamnja perbubungan aniJara manusia den:gan rna
n1lSia".8 

Kedua pandaIlJlan hidup tersebut tidak .boleh bertentangan satu 
dengan laiunja, blihkan pandangan hidup jang terkandung didalamnja 
perhubungan antara sesama manusia harus sesuai dan tidak baleh 
be.rterrtangan derrgan pandangan hidup jarrg terkarrdung didalamnja 
perhubun.gan manusia dengan Tuhanuja. 

Sila keempat dari ,Pantjasila jaitu kerakjatan jang dipimpLn oJeh 
hikmah kebidjaksanaan dalam permusj,awaratan/ perwakilan, mengan
dung maksud bahwa wakil-wakil ra'kjat jang bermusjawarah dalam 
bad an perwakilan mkj3Jt dipimpin oleh hikmah kebid,jruksanaan. 

Timhnl pertanjaan, apakah jang dimaksud'kan dengan hikmah 
kebidjaksanaan. 

Menurut Prof. Moh. Y,anllil hikmah kebidjahdn·aan adalah 
"rationalisme jang sehat, karena ,telah melepaskan anarchi, liberalisme 
dan sem"ngat pendiadjahan".· 

8. Prof. M. Nasrun , Satu segi pandangan hidup bangsa Indonesia 
terhadap perseorangan dan pergaulan hidup, Medan Dmu Penge
tahuan III, 1962, h, 5. 

9. Prof. Moh. Yamin·, N.askah Persiapan U.UD. 1945, djilid I, 
h. 98. 

63 



Djadi kerakjatan itu dipirnpin oleh pemikiran jang bersumber 
kepada hal jang baru, j:ritu japg sudah melepaskan diri dari anarchi, 
Iiberalisme dan semangat pendjadjahan. Dan suatu jang barn tersebut 
adalah Pantjasila, karena Pantjasila Illenentang adanja anarchi, li
boral;smc da" pe"djadjahan. Dellgan demik ian mab brakjata 1 ilU 
dipimpin pada achiroja oleh pandangall hidup bangsa lIldoIlcsia sendiri 
jc,itu Pantjasila. Dan tudjuannja adalah untuk melltjapai suatu ma
sJarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantjasila. 

Diatas telah dikemukakan bahwa pandangan bidup pantjasila, 
terkandl1llg did·alamnja perhubullgan antara manusia dengan Tuhan
nja, dan perhubungan antara manusia dan manusia. Maka permu
sjawaratan jang akan l11ewudjudkan kepentingan bersama itu harus
lah dipimpin oleh Ketuhanan Jang Maha Esa. Karenanja setiap hasil 
permusjawaratan tersebut baruslab sesuatu jang diJredhoi Tuhan, dan 
dalam agama Islam setiap basil permusjawaratan tidak baleh berten
tangaJl1 dengan Qur'an dan Hadist. 

Bmdasarkan hal (ersebllt diatas, maka musjawarah tersebut tid'ak 
han ja untuk men-tjapai mufakat sembarang mufakat, tetapi mufakat 
jang didasarkan kepada kepentingan un1tum untuk mewudjudkan ma
sjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantjasila. Dan pada achirnja 
Illusjawarah tersebut t idak bo1eh bertentangan dengan sila pertama 
dari Pantjasila jaitu sila Ketuhanan Jang Maha Es.a. 

3. Azas musjawarah demam U.U.D. 1945. 

Apabila kita mempcladj ari sedjarah pembuatan U.U.D. 1945, 
maka kit a melihat bahwa para penjusun U.U.D. 1945 dalam pemikir- . 
annja terdapat dualismc. Disatu pihak mereka mengingiokan dalam 
U.U.D. 1945 ditjantumkan bal-hal jang bersumber kepada Hukum 
Ad!>t, tctapi sebaliknja mereka tidal< dapat melepaskan di ri da ri pe
mikiJ'an jal1g berasal dari pendidikan mere'ka jaitu sesuatu j.ang bcr
slI·mber kepada Hukum Barat. 

Chusus mengenai fIlas musjawarah hal' itu tcr.tihat dengan djetas. 
Didalam Pembukaan U.U.D. 1945 pada alinia terachir dikehendak i 
agar dipakai azas musjawarah druam bad-an perwakilan rakjm:, dilain 
pihak dalam Batao·g Tubub U.U.D. 1945 dipakai sistim suara ter
banjak. 

IOta telah melinat bahwa antara az>as musjawarah dan sistim 
terbanjak lerclapat pertentangan. 
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Sesuai dcngan kedudukan Pembukaan U.U.D. 1945 adalah se
bagai kaedah idial, maka Batang Tubuhnja jang mewudjudkan kaidab 
idial itu dalam bentltk pasal-pasal, tidak boleh bertentangan dengao 
azas jang terdlapat d·alam Pembukaannja. 

Maka seharusnja apabila dala01 Pembukaan dikehendald dipa · 
kainja aza, musjawamb maka dalam pasaJ-pasalnja harus puJa dipakai 
azas musjawarah. Tetapi ker>jataannja dalam Batang Tubuhnja d;
pakai sistem suara terbanj~k. 
Disinilah terdapatnja dualisme tersebut. 

Hal tersebut dapat dipaharni, mengingat bahw.a azas musjawarah 
itu dapat dipniktekkan tergantung banjak kepada mental individunja. 
Dan dalam mas}arakat Indonesia sckarang ini, dim an a masjarakatnja 
tidak lagi homogen tetapi heterogen, mw azas musjawarah untuk 
dipraoktekkan dalam badan perwaldlan relatif sukar, karena prinsip 
tengga~g mc nenggang atau toleransi jang akan mewudjudkan kepen
tingan be rsaml diatas kepentingan pribadi, agaknja suHt unt-uk men
tjapainja. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka adalah mungkin bahwa 
tetap ada golongan ketjil jang tidak sependapat dengan golongan ter
banjak, dan apabila goJongan ketjil ini tetap mempertahankan pen
dapalnja, maka musjawarah tidak muogkin tertjapai. 

Kat"'ila musjawarah berhasilnja tergantung kepada semua peserta 
l1lusjawarah jang harus me~jetudjui nja putusan terhadap suatu masa
lah, dan dalam masjarakat jang heterogen kemungkin ini sedikil sekaIi 
dapat ditjapai, maka diperluka~ adanja pongetjualia" j.aitu pasal 2 
aj"t 3, 6 aj"t 2 dan 37 U.U.D. 1945. 

Disinilah terlihatn}a pandangan djauh dari para pembuat U.U.D. 
1945, dimana pada hakekatnja mereka menjadari bahwa tidak mung
kin seHap masalah diputuskall d.engan musjawarah. Hal inf disebabkan 
karena perkembangan dari masjarakat jang sndah mcnd'j"di masjara
kat heterogen, dan dalam masj-arakat jang demikian sukar untuk di
pmlatekkan azas musjawarah. Karena itu diperlukan t}ara lain jaitu 
sistim suara terbanj.ak, ·.iang lebih melldjaminnja tertjapai putusan 
dalam suatu sidang hadan perwakilan rakj'at. 

Bahwa . pasal-pasal tersebut diatas, ad.al"h suatu pengetjualian. 
djuga terlihat pada pendapat p.rof. Kuntjoro Poerbopranoto S.H., di-
maTha dikatakan ........ , materi tentang penetapan putusau M.P'.R. 
atas dasar pungutan suara dalam U.U.D. k ita itu sebagai peraturan 
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"hukum penje1enggara" ,atau "regclend recht", bahkan sebagai bukum 
pengetjualian" atau "uitzonderings recht", bukan "bukum regid jang 
menentukan (dwingend rccht)" jang ber'kekuatan umum imperatif. 

Terutama hal jill tampak dalam ,pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden oleh MPR. Tjdaklah mungkin dilaksanakan dengan azas mu
sjawarah, karena pada achjrnja tidak akoo ada pengangkatan Pres i
den dan wakil Presiden. Ketjuali apabila 2 orang tokoh nasional jang 
diterima oleh semua pihak, sehingga Ijalon Presiden dan Wakil Pre
siden hanja satu orang sadja. 

Demikian pula hanja dengan perobaban UUD, maka perobab an 
itu tidaklah mungkin dilaksanakan dengan azas musjawarah, karen a 
untuk mentjapai sekata atau sepakat dari semua pihak, sukar ditja
pai, sehingga perobahan UUD tidak mungkin terlaksana, sed,angkan 
perkembangan masjarakat menghendaki agar UUD to rscbu: por'u 
dirobah. Vntuk mengatasi hal tersebut maka dipakailah sistim suara 
terbanjak, seperti dimaksudkan dalam pasal 37 UUD. 1945. 

Berdasarkan hal u,rsebut diatas, maka pembuat V.U.D. sendiri 
telab memberi peluang untuk dipakainja sistim suara terbanjak di
sam ping azas musjawarah. 

Kalau d·alam sega1a kegiatan M.P.R. telah ditetapkan pemakai· 
an sistim suara terbanjak - pasal-pasal 2 ajat 3, 6 ajat 2 dan 37 -
maka dimanakah letaknja azas musjawarah? 

Azas musjawarah harus d'ipakai terlebih dulu dalam memutUll
kan suatu persoalan oleh badan perwakilan rakjat, apabila sekata dan 
sepakat tidak tertjapai b1fulah dipergunakan sistim suara terbaejak 
seperti jang ditetapkan dalam pasal-pasa! jang bersangkutan. 

Dalam pasal-pasal 2 aj at 3, 6 ajat 2 dmj,atakan dipakai suara 
jang ·u,rbanjak, sedangkan dalam pasal 37 dinjatakan dipakai sistim 
dua pertiga dari selu.ruh anggota M.P.R. hadk, dan dua pertiga dari 
j,mg hadir menjetudjud. Ketiga-tiganja termasuk sistim suara t!r
banjak. 

Walaupun pasal-pasal 2 ajat 3 dan 6 aj"t 2 tidak dengan tegas 
menjebu.fkan sis·tim suara terbanjak lang mana dipakai; namun suara 
terhaI1j'ak dalam pasal '37 tidak dapat dip"kai dalam Icedua pasal 
d~atas, karena suara terbanjak dalam pasal 37 - jaitu suara terbanjak 
IDrkwalifikasi - adalah chusus untuk pasa! ~7 , dan sUllra tetbanjak 
ini ad.lah jang tersukar untuk mentjapainja. 
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Hal ini perin untuk mentjegah agar perobahan V.V.D. teEebtit 
tidak terlalu gampang. Djadi setelah m"lalui pomi'kira~ jang menda
lam jang d·isetudj.ui oleh 'r, X '/" clar; s oluruh a:1go ' a M.P.R., b1-
ru!ah perobahan terse but disjahkan. 

Den gan demikian maka UIlltuk pasal 2 ajat 3 dan pasal 6 ajat 2 
li--g lal k~:m.l!1'gkinan suara terbanjak relatif atau absolut. Tetapi me
ngiogat perumusan pasal-pasal tersebut jaitu .,jang terbanjak", maka 
'kita lebih tjenderung untv:k menjatakan bahwa da \am 2 pasa! tersebut 
d'ipakai sistim suara terbanjak relatif. Sebab apab;la kita maksudkan 
suara 4erbanjak absolut jail>u 1/2 + I , maka tid ak sesua; dengan pe
nrmusan pasal-pasal terse but, karena 'h + 1 bukanlah jang ter
banjale. 

Baik sistim ~uaca terbanjak maupun azas musjawarah mernpunjai 
kebaikan dan keburukan. Dalam sistim suara terbanjak prosedumja 
lebih gam pang dan tidlak memalean waktu jang lama, tetapi sebaliknj.a 
golongan minoritas tidak pernah mend·apat kemenangan, seh'ingga go
longan minoritas harus puas dengan keputusan jang d·iambil oloh 
golongan majoritas. 

Denga, demikian kepenJingan golongan minoritas selalu harus 

diten~ukan oleh golongan rnajontas. 
Kekllasaan golongan majoritas sedemikian rupa seh inggu ada 

ketjenderu-~gan unt'u'k timbulnja "diktatorial majoritas". Sebaliknja 
dalam ll1usjaw81rah, kepeotingan minoritas dibitjarakan hersama dan 
suaraoja diperh.tikan, letapi ketjuali sistim ini akah mcmaka!t wakJ:u 
jang relatif la.ma, djuga dapat terdjad,i bahwa golongan minoritas 
tetap akan mempertahankan pendapatnja, sehingga musjawarah tidak 
akan pernah tar'japai. nan kalau keadaan ini berdjalan terus menerus. 
maka ada ketj,~deru~g'n untuk menimbul'kan "diktatorial mi·noritas". 

Berdasarkan hal tersebut d,iatas, maka sistim jang dripakai' oleh 
UVD 1945 jaitu sistim gabungan antara azas musjawarab dan sistim 
smlra terbanjak, adal·ah sistim jang paling tepat untuk majarakat 
Indonesia sekarang in·i. 

DaJam bermusjawarah wa1<il rakjat dibadan perwakilan rakjat, 
terlebih dulu mempergunakan azas musj.awa rah, dimana suara golong
ail minoritas dllperhatikaTI dan didengar. Dan apabila setelah melalui 
fainsip, toleransi, go]ongan minoritas i,ni masi.h tetap mempertahan
kan pendapatnja jang berlainan dengan pendapat golongan jang ter
banjak. maka dipergunakan suara terbanjak. 
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Dengan demikian golongan minoritas tidak dapat menjatakan 
bahwa suara dan kepentingan mereka tidak diperhatikan dan dide
ngar, dan hal ini akan mentjegah timbul nja diktatorial minoritas 
maupun majoritas. 

BAB m. 
AZAS MUSJAWARAH DALAM KETETAPAN MPRS 

No. XXXVlI/ MPRS/ 1968. 

Adalah sulit untuk mendjawab per:tanjaan apakah badan perwa
kilan rakIat dalam bermusj.awarah mempergunakan ketentuan dalam 
DUD 1945. karena k ami belurn sempat mengad·akan penjelidilkan di 
MPRS maupun DPRGR. Tapi saru hal dapat dipastil:an bahwa se
djauh mungkin dalam kedua Iembaga negara temebut dihindarkan 
pemakaian sistim suara terbanjak. Walaupnn akibatnja ada rentjana 
KetetapaD MPRS jang terpaksa ditunda untuk mengambil reputusan
nja, dan pembuatan D.D. jang berlarut-larut eli D'PRGR. 

Djadi dapat diambil kesimpulan bahwa sedjauh mungkin oleh 
lembaga negam tersebut diusabakan, pemakaian azas musjawarlth. 

Seperti diketahui sedjak Dehit Presiden 5 Djuli 1959 eli Indo
sia ada 2 MPRS, jaitu MPRS masa 1959-1965, dan MPRS masa 
1966 sekarang. 

Kedua MPRS tersebut, telah menetapkan pengaturan lebih lan
djut dari azas musjawarah, jaitu kal'au MPRS masa orde Lama melalui 
Ketetapan MPRS No. VIII/ MPRS/ 1965, maka MPRS masa ordo 
Baru melalui Ketetapan M'PRS No. XXXVII/MPRS/ 1968. 

Azas musjawarah untn'k mufakat jang terdapat dalam Ketetapan 
MPRS No. VIII/ MPRS/ 1695, sama sekali menghilangkan kemung
kinan dipergunakan sistim suara terbanjak, seperti jang disebutkan 
dalam pasal 2 aIat 3. Dengan demikian Ketetapan tersebnt berten
tangan dengan D.D.D. 1945. 

Dan salah satu tjiri chas azas musjawarah uDtuk mufakat dal-am 
ketetapan MPRS No. VITI/ MPRS/ 1965 adalah bahwa apabila mufa
kat tidak ditjapai maka persoalannja diserahkan kepada Pimpinan 
Musjawarah "ntuk mengambil keputusan , dan apabila Pimpinan ter
sebut tidak berhasil mengambil keputusan, maka pada achirnja per
soalan tersebut dapat ditiadakan (pasal 12 ajat 7). 
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Sebaliknja dalam Ketetapan MPRS No. XXXVII/ MPRS/ 1968 
jang sekali gus mentjabut berlakunja Ketetapan MPRS No. VIII/ 
MPRS/ 1965, maka apabi,la mufakat tidak tertjapai, maka persoalan
nja diserahikan kepada Pimpinan Musjawarah llntuk mcmdllsk~n . 

Dan apabila masi.b tidJak tertjapai mufakat, maka dipergunakan sis
tim suara terbanjak seperti jal1g dima:ksudJkan dalam pasal jang ber
sangkutan. Kemungkinan persoalan itu ditiadakan, baru terdjadi, apa
bila setelab pemungutan suara diadakan dan suara seimbang (pasal 4 
aj-at 2, 34, 6, 7. 

Dengan demikian djelaslab bahwa pada taraf pertama dipergu
nakan azas musjawarab baru kalau hal ini tidak tertjapai dipergtlllla
kan sistim suara terbanjak. Dengan demikian sesuai dengan apa jang 
dimaksudkan oleb UUD 1945. 

Apa jang dimaksuchlcan dengan azag musjawarab, didjelaskan 
oleh pasal 1 Ketetapan MPRS No. XXXVII/MPRS/ 1968 scbagai 
berikut, "Hakekat dari pada musjawarah untuk mufakat dalam ke
nnll'niannja adalah suatu tata ,tjara chas jang bersumber pada inti 
faham kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam 
permusjawaratan/ perwakilan untuk merumuskan dan/ atau memutus
kan sesuatu hal berdasarkan kehcndak Rakjat dengan djalan menge
mukakan hikmah kebidja'ksanaan jang tiada lain daripada pikiran 
(ratio) jang sehat jang mengungkapkan dan mempertimbangka:J pe r· 
satuan dan kesaluan Hangsa, kepentingan Rakjat sebaga'ma'Ja jang 
mendjadi tudjuan pembentukal1 Pemerintahan negara termaksud da
lam alinea ke IV Pembentukan Undang-undang Dasar 1945, penga
ruh-pengaruh waklu, oleh selurnh w.akH/utus~n jang mentjeriminlcan 
pendjelmaan seluruh Rakjat, untuk mentj"pai keputusan berdasarkan 
kebuatan pendapat (mnfakat) jang diitikadkan untuk dilaksanakan 
setjara djudjur dan bertanggung djawab". 

Dari perumusan diatas djelaslah bahwa dikehendaki adanja ke
sadaran dad peserta musjawarah untuk mendahulukan kepentingan 
bersama diaJas kepentingan golongan dan partai. 

Tjorak keputusan jang hendak diambil menu rut pasal tersebm 
adalah kebulatan pearl·apat (mufakat). Kebulatan pendapat tiJaklah 
sama dengan mufakat, ke'bulatan pendapat ad'alah sebag;a" atau salah 
satu tjara mengambil keputusan. Kami berpcndapat bahwa kcbulatan 
pendapat adalah suara bulat (sekala), dimana sebelumnja tidak ada 
jang tidak setud!t1. Sedangkn.!! melihat perkembangan masjarakat sekB-
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rang maka kC~llungkilla:1 teruapainja pendapa~ jang beri>eda selaLu ada. 
Dan apal>i!a lUl1s}awarah herhasil Il1cll1utw;kan dalam hal seperti ter
sebut, mala tidak dikatakan 'kebulatan pendapat, tetapi sepakat. 

Dalam azas musjawarah kalau ad'a golongan jang tidak setudju 
t$le dapat diambil keputusan . Dan bagaimana kala" scandainja ada 
goIongan jang tidak rnenghad iri musjawarah, sehingga has il musja
war;ah tidak men.tjermrnkan kemauan semua fihak, dan 'karenanja go
longan jang tidak menghadiri musjawarah dapat menjatakan bahwa 
mereka tidak pernah ll1emberikan persetudjuan. sehingga putusan 
musjawarah tidak mentjermin1can kesepakatan. 

j Maka u~tuk mengatasi hal tersebut, dalam pasal 2 aja:t I dari 
Ketetapan MPRS tersebut diatas dinjatakan, bahwa ..... atau 
apabila sekurang-kurangnja dua pertiga djumJah atLggota telah had·ir 
dalam hal tidak semua golongan-golongan musjawarah tidak terwakili. 
Djadi apabila ada golongan jang tidak menghadiri musjawarah, tetapi 
musjawarah telah mentjapai 2/, dari djumlah anggota, maka musja
warah dapat diteruskan. 

Setela'h keputusan diambil baik herdasarkan musjawarah atau 
suara terbanjak, maka dikehendaki diterima, dilaksanakan dengan 
kesunggullan, keichlasan hati , kedjudjuran dan bertanggung djawab. 

Dalam 'hubungan antara Presiden d'an D .P.R. , maka prinsip mu
sjawamh sangat diperlUlkan, karena baik Pres ide", maupun D.P .R. 
masing-masing berhak untuk tidak menjetudjui Rantjangan Undang
Undang jang di,adjukan oleh salah saW leml>aga negara tersebut. 
Karena Rantjangan Undang-undang jang tidak disetudj ui tidak dapa! 
diadjukan lagi pad a s;dang berikutnja (p3s:tI 20, 21 , U.U.D. 1945). , 

Azas musj awarah tidak menutup kemungkinan untuk mengada
kin kon.trol terhadap kel>idjaksanaan Pemerintah (pasal 3 Ketetapan 
MifRS No. XXXVIl/ MlPRS/ 1968). dan hendaknja hal in; diartikan 
sebagai sesuatu hal jang positi!. 

BAB IV. 

K E S IMP U LAN. 
Bahwa azas musj uwarah b-:rhasil d· praktekkan dala:n masjarakat 

H;ukum Adat, karen a me]tal individull ja. J aitu mental jang memen
t\ngkan kepelltingan hersama diatas kepcntingan pr;'badi , golo Igan. 



Setain dari hal terschl1t, masjarakat terscbut bersifat homogen, se
hingga petaksanaan azas musjawarah tcbih mudah, toarena relabif tjorat<: 
kebid"pan dan paadangan hidupnja sarna. 

Berlainan dengan masjarakat di:ko!a-kota dimana bersifat hete
rogen, dan pengaruh in.dividualisme !elah ada, maka ""as muojawa
rah sukar dilaksanakan. Hal ini terlihat den.gan djelas, dimana indi
vidu sekarang relatif lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, 
golongan, partainja, daripada kepentingan bersama (I1mum), sehingga 
untuk adanja pendapat jang sarna mengenai sesuatu hal sang at sukar. 

Tetapi sesuatu hal jang tjukup menggembirakan bahwa masja
rakat dikota-kota, bellim sepenuhnja meninggalkan pengaruh Hukum 
Adat, dan karenanja belum dapa! dikatakan individunja adalab ber
sifat individrualistis. 

Dalam keadaan seperti tersebut diatas, maka kemungkinan pe
makaian sistim azas musjawarah masih ada. Walaupun kemUJ1gk.inan 
remakaian sist>m suara terbanjak lebih banjak. 

Tetapi bagaimanapun djuga berhasil alau tidaknja azas musja
warah tergantung kepada merutal individunja. Diman.a individunja tetap 
beranggapan bahwa kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi, 
golongan maupul1 partai, ma:ka azas musjawarah tersebut dapat 
dengan mudah ditjapai. 

U.U.D. 1945, maka mendjadi keharusan dalam setiap p"rmusj.aw,ara
tan untuk pcrtama~taJl1a mempergunakan azas mlUsjawarah. 

Sesllai dcngan azas musjawarah jang terdapat d.alam Pembukaan 

Dan apabila ternjata bahwa azas musjawarah tidak dapat ditja
pai, bamlah dipergllnakan sistim suara terbanjak seperti rang dimak
sudkan dalalll pasal-pasal jang bersangkutan. 

Dengan demikian. maka azas musjawarah tetap akan merupakan 
hal jang ideal, karena dalam pclaksanarumja wakil-wakil rakj"t dalam 
permusjaw3rat3J aka;] luempergunakan sistL-rn suara terbanjak. 

Dalam kenjataannja sekarailg, bad an perwakilan rakjat dalam 
memutuskan sesll~tu persoaLan selalu mem-akai azas musjawamh. Hal 
ini dapa! dilihat di MPRS senairi, maupun di DPRGR, sehingga me-
nimbulkan hal-hal jang ne-gatif. 

Hal tersebut tidak disebabkan karena mental peserta m'llsjawarah 
daJ-am badan perwakilan rakjat sama dengan me",!al individu dalam 
masjarakat Hukum Adat, tetapi karena ketidak beranian lembaga 
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negara tecsebut, waIaupun untuk mempergunakan sistim suara ter
banjak dirnungIcinkan oleh V.V.D. 1945 sendiri. 

Persoalannja sekarang, sedj-auh mana keberanian wakil-wakil 
... akjst dalam badan perwakilan rakjat untuk mempergunakan sistim 
suara tenbanjak, karena selalu dihindari dipcrgunakannja sistim suara 
terbanjak, sehingga pembitjaraan mengenai sesuatu hal berlarut-Ianit. 

Djadi apabila azas musjawarah tidak mungkin untuk memutus
kan sesuatu persoalan, maka dengan segera harus dipergunakan sis
tirn suara terbanjak. 
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